
1950 tentang 
Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tim Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah lsti ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang erubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar d Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, 'I'ambahan Lemb an Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Norn r 244, Trunbahan 
Lembaran Negara Republik lndo esia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beb rapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah n 2015 Nomor 58, 
Trunbahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 5679); 

g Dasar Negara 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 T 
Pembentukan Daerah-daerah 

. ' engingat 

bahwa untuk menindaklanjuti ntuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 un 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen atur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Ked dukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

nimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 72 TAHUN 2020 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN SI SERTA TATA 
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAT RUANG 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Pasal 1 

alam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kota Pekalongan. 
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai u sur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u usan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon an. 
Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pek ngan. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang s lanjutnya disingkat 
DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pe taan Ruang Kota 
Pekalongan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

enetapkan KEDUDUKAN, 
FUNGSI SERTA 

M DAN PENATAAN 

PERATURAN WAL!KOTA TENTA 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D 
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UM 
RUANG. 

MEMUTUSKAN : 

Peraturan Daerah 
embentukan Dan 

Kota Pekalongan 
gan Tahun 2020 

n 2016 Tentang 
gkat Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 

diubah dengan 
Nomor 3 Tahun 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotama a Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Da rah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daer Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo esia Nomor 5887 
sebagaimana telah diubah dengan P raturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perub an Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lemb an Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T 
Pembentukan Dan Susunan Pera 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kot 
2016 Nomor 5) sebagaimana te 
Peraturan Daerah Kota Pekalong 
2020 tentang Perubahan Atas 
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pekalo 
Nomor 3); 



BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA I 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN UANG 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 
( ) DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerin ahan yang menjadi 

kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan pena an ruang. 
( ) DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaw b kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum d Penataan Ruang 
Kota Pekalongan. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disin kat RTRW adalah 
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kot , yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah provin i, dan yang berisi 
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kot , rencana struktur 
ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, enetapan kawasan 
strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah k ta, dan ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 

9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disin kat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah k a tyang dilengkapi 
dengan peraturan zonasi kota. 

1 . Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjut ya disingkat RTBL 
adalah panduan rancang bangun suatu lingkun n/kawasan yang 
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 
bangunan dan Iingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan p duan rancangan, 
rencana investasi, ketentuan pengendalian renc a, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan pengernbangan lingkungan/ awasan. 

1 . Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah surat 
keterangan rencana kota yang memuat ketentuan t knis yang berlaku 
untuk suatu lokasi. 

1 . Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disin kat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanak kegiatan teknis 
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang terte~tu. 

1 · . Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang minunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur jSipil Negara dalam 
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyi didasarkan pada 
keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat randiri. 

1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jaba'f-11 fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 



g bina marga; 
bidang penataan 

taan ruang; 
bidang pengelolaan 

Pasal 6 

alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa, a Pasal 5, Kepala 
inas menyelenggarakan fungsi: 

perumusan dan penetapan sasaran, program bidang p kerjaan umum dan 
penataan ruang; 
perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan pe 
pengoorctinaslan penyclenggaraen tugas dan fungsi 
sumber daya air; 
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bid 
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fung · 
bangunan gedung dan pertanahan; 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 5 
epala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota d am melaksanakan 

san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah , i bidang pekerjaan 
um dan penataan ruang. 

Pasal 4 

B~an susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaks d dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid 

I 
terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 
S sunan Organisasi DPUPR terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Sumber Daya Air 
1. Seksi Pengendalian Banjir; dan 
2. Seksi Irigasi dan Drainase. 

d. Bidang Bina Marga 
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 

e. Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan 
1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi; dan 
2.SeksiPertanahan. 

f. Bidang Tata Ruang dan Pertamanan 
1. Seksi Tata Ruang; dan 
2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman. 

g. UPTD; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 



semester; 
j pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pen evaluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayan (SP); 
pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analis Beban Kerja 
(ABK) dan Evaluasi .Jabatan (EV.JAB); 
pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang, 
tugas dan fungsinya. 

i 

f 

e 

bidang-bidang; 
capaian kinerja, 

c 
d 

D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
S kretariat menyelenggarakan fungsi: 
a perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas; 
b pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas; 

pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiat 
pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluas 
sasaran, program dan kegiatan; 
pembinaan pengelolaan administrasi urnum melipu i ketatalaksanaan, 
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelo an barang milik 
daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana te nologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 
pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 
pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil peme iksaan; 
pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapai Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dan enataan ruang per 

a Kepala Dinas. 
olaan administrasi 
rogram, kegiatan, 
asi keuangan. 

Pasal 7 
(1 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang d 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepa 
(2 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan peng 

umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana 
anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta adminis 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

j. 

i. 

g kesekretariatan; 
dan pencapaian 

rjaan umum dan 

pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi idang penataaan 
ruavg dan pertarnanan; 

g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bid 
h. pengarahan dan pengordinasian pelaksanaan penerap 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pe 
penataan ruang; 
pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayan (SP); 
pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembina , pengevaluasian, 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan ugas; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan y g sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 ayat (2), 

f. 



Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keu 

Pasal 9 
(1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dip· pin oleh seorang 

Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasny berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan memp nyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang perencan , evaluasi dan 

keuangan; 
b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi per ncanaan program, 

kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian 

program, kegiatan dan anggaran; 
d. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi elaporan capaian 

kinerja; 
e. melaksanakan verifikasi pengelolaan a ministrasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; 
f. melaksanakan fungsi akuntansi; 
g. menyusun bahan dan mengoordinasikan laporan ke angan; 
h. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
1. mengelola data dan informasi; 
J· menyusun laporan basil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dan enataan ruang; 
k. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
1. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); d · 
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 
( ) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin ole seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya ber da di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

( ) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang admini trasi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administ si umum meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, men elola barang milik 
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana knologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 

c. melaksanakn kegiatan tata kelola barang rnilj daerah meliputi 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghap san dan pelaporan 
barang rnilik daerah; 

d. mengelola, mengembangkan dan membina kepega 
e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); 
f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabat (ANJAB), Analisis 

Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); an 
g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata . 



Paragraf 1 
Seksi Pengendalian Banjir 

Pasal 13 
( ) Seksi Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kep a Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

( ·) Seksi Pengendalian Banjir mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian b njir; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pengendalian b jir; 
c. melaksanakan penanganan pengendalian teknis pe gendalian banjir; 
d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan 

pengendalian banjir; 
e. melaksanakan identifikasi bangunan dan lahan pen endali banjir; 
f. melaksanakan pengawasan teknis pengendalian b jir; 
g. melaksanakan survey kondisi bangunan pengendali banjir; 
h. melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala d darurat bidang 

pengendalian banjir; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi andar Operasiona1 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) b dang tugasnya; dan 
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

arakan kegiatan di 

idang yang dalam 
ngjawab kepada 

Bagian Ketiga 
Bidang Sumber Daya Air 

Pasal 11 
( 1 Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan 
Kepala Dinas. 

(2 Bidang Sumber Daya Air mernpunyai tugas menyelen 
bidang pengendalian banjir, irigasi dan drainase. 

Pasal 12 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2), Bidang 
S, mber Daya Air menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang sumber daya air; 
b perumusan bahan kebijakan bidang sumber daya air; 
c. pengoordinasian pengembangan investasi pemerintah di bidang sumber 

daya air; 
d pengoordinasian penanggulangan kerusakan di bidan sumber daya air 

akibat bencana alam; 
e. pengevaluasian inventarisasi dan pengolahan data bid g sumber daya air; 
f. pengoordinasian pelaksanaan, pengawasan dan penge dalian pekerjaan di 

bidang sumber daya air; 
g. pengarahan pemberian bimbingan dan bantuan teknis dalam pengelolaan 

pembangunan di bidang sumber daya air; 
h perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi : tandar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
1. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang 

tugas dan funginya. 



Pasal 14 
( l Seksi Irigasi dan Drainase dipimpin oleh seorang Ke pal Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2 Seksi Irigasi dan Drainase mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang irigasi dan drain se; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang irigasi dan drain se; 
c. melaksanakan penanganan pengendalian teknis emanfaatan irigasi 

yang luasnya kurang dari 1000 Ha (seribu hektar) d am kota; 
d. mengelola dan mengembangkan sistem drainase k ta yang terhubung 

langsung dengan sungai dalam daerah kota; 
e. melaksanakan operasi jaringan irigasi dan drainase; 
f. menyusun bahan perencanaan melaksanakan pe gamanan jaringan 

irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapny 
g. melaksanakan identifikasi bangunan dan lahan irig i dan drainase; 
h. melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan d urat bidang irigasi 

dan drainase; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S ndar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; 
J. melaksanakan pengawasan teknis kondisijaringan i igasi dan drainase; 

dan 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keempat 
Bidang Bina Marga 

Pasal 15 
( ) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala idang yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

( ) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelengg akan kegiatan di 
bidang bina marga yang meliputi jalan, jembatan d laboratorium bina 
marga, trotoar, saluran pematus jalan dan peralatan ke inamargaan. 

Pasal 16 
alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 15 ayat (2), 

~idang Bina Marga menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang bina marga; 
~- perumusan bahan kebijakan bidang bina marga; 
o pengoordinasian perencanaan program teknis dan imbingan teknis di 

bidang kebinarnargaan; 
pengoordinasian penanggulangan kerusakan akibat be cana alam di bidang 
kebinamargaan; 
pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pening atan, pemeliharaan 
jalan, jembatan beserta utilitasnya; 
pengendalian pengadaan dan pengelolaan eralatan dibidang 
kebinamargaan; 
pengoordinasian pemberian rekomendasi izin pembo gkaran/ penggalian 
jalan/ trotoar; 

Paragraf 2 
Seksi Irigasi dan Drainase 



Pasal 18 
( ) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin eh seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. 

( ) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai t gas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemeliharaan j an dan jembatan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pemeliharaan j an dan jembatan; 
c. menyusun perencanaan teknis bidang pemelihar jalan, jembatan, 

bangunan pelengkap jalan, peralatan kebinamarga dan laboratorium; 
d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jemba an, trotoar, saluran 

pematus, pengelolaan peralatan kebinamargaan d laboratorium; 

jembatan; 
g. melaksanakan pengawasan teknis penyelengga.ran j an dan jembatan; 
h. menyusun bahan rekomendasi izin pembongkaran/ enggalian jalan; 
i. menyusun laporan inventa.risasi datajalan dan jem atan; 
j. rnenyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standa.r Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf2 
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembat 

dan 
jembatan; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyele 

Paragraf 1 
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembat 

Pasal 17 
(1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin o eh seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. 

(2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai t gas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pembangunan j an dan jembatan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan j an dan jembatan; 
c. menyusun perencanaan teknis bidang pemb gunan jalan dan 

jembatan; 
d. menyusun survey kondisi jalan dan jembatan; 
e. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemb gunan jalan dan 

I. 

i. 

alat laboratorium h. pengoordinasian pemberian rekomendasi izin penyew 
bina marga dan rekomendasi hasil pengujian laboratori 
pengoordinasian pemberian rekomendasi izm 
kebinamargaan serta pengelolaan perlengkapan, per 
cadangnya; 
pengevaluasian inventarisasi serta pengolahan data dibidang 
kebinamargaan; 

k. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi tandar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standa.r Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pela oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

binamarga; 
penyewaan alat 
ekalan dan suku 

j. 



tandar Operasional 
g tugasnya; 
poran pelaksanaan 

masalan penanahan; 
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid 
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pel 
kegiatan; dan 

j. 

Pasal 20 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 19 ayat (2), 
Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan menyelenggar n fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang bangunan gedung an jasa konstruksi 

serta pertanahan; 
b perumusan bahan kebijakan bidang bangunan gedung 

serta pertanahan; 
c penyelenggaraan pertimbangan teknis dalam perenc aan penggunaan 

tanah yang hamparannya dalam kota; 
d pengevaluasian penyelenggaraan bangunan gedung di kota termasuk 

pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan ( MB) dan Sertifikat 
Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung serta penataan b unan gedung serta 
penataan bangunan dan lingkungannya; 

e pengendalian pengelolaan retribusi menara telekomunil asi; 
f. pengoordinasian pelaksanaan penertiban rekomenda i Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (IUJK); 
g pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan tenaga ter pi! konstruksi: 
h pengoordinasian dan fasilitasi tim pembina Jasa Konst ksi (JAKON); 
i. pengoordinasian pengadaan dan penggunaan tanah serta penyelesa.ian 

e. melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan ialan dan jembatan 
akibat bencana alam; 

f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan peng valuasian kegiatan 
rehabilitasi/ pemeliharaan berkala dan rutin jalan, j mbatan, bangunan 
pelengkap jalan; 

g. melaksanakan pengendalian pengevaluasian dan elaporan kegiatan 
pengelolaan peralatan kebinamargaan dan laboratori m; 

h. menyusun bahan rekomendasi pemberian penyewaan alat 
kebinamargaan dan alat laboratorium; 

i. mengelola pelaporan pelaksanaan kegiatan p meliharaan jalan, 
jembatan, trotoar, saluran pematus dan peralatan k inamargaan; 

j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Kelima 
Bidang Bangunan Gedung dan Pertanah 

Pasal 19 
(1 Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan dipimpin eh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2 Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan empunyai tugas 
menyelenggarakan infrastuktur bangunan gedung, pen aan bangunan dan 
lingkungannya, pembinaan jasa konstruksi serta mem asilitasi pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum. 



ahan; 
aan penggunaan 

( ) Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan. 

( ) Seksi Pertanahan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja bidang pertanahan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pertanahan; 
c. menyusun bahan perencanaan teknis bidang pert 
d, menyusun bahan pertimbangan teknis dalam pere 

tanah yang hamparannya dalam kota; 

(2 Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempun ai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang bangunan gedung dan jasa 

konstruksi; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang bangunan gedung dan jasa 

konstruksi; 
c. menyusun perencanaan teknis bidang bangunan gedung dan jasa 

konstruksi; 
d. menyusun bahan rekomendasi Izin Mendirikan B gunan, Sertifikat 

Laik Fungsi bangunan gedung; 
e. melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 
f. menyusun bahan rencana tata bangunan dan lingk ngan; 
g. menyusun bahan rekomendasi Izin Usaha Jasa Kon truksi; 
h. menyusun bahan pengawasan tertib usaha, tertib p nyelenggaraan dan 

tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi; 
1. menyusun bahan pembinan dan pengawa an penggunaan/ 

pemanfaatan menara telekomunikasi; 
j. melaksanakan penghitungan dan penarikan retribusi menara 

telekomunikasi sesuai dengan Perda yang berlaku; 
k. melaksanakan kegiatan kajian teknis bangunan an gedung untuk 

pengernbangan investasi pemerintah; 
I. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan Si tim Informasi Jasa 

Konstruksi cakupan Kota; 
m. pemfasilitasi melaksanakan Tim Pembina Jasa Kor;struksi (Tim Jakon) 

Daerah; J 
n. menyusun, melaksanakan dan pengevaluasian S:tandar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) b·6ang tugasnya; dan 
o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Seksi Pertanahan 

Pasal 22 

oleh seorang 
di bawah dan 
Gedung dan 

Paragraf 1 
Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstru si 

Pasal 21 
(1 Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dipi pin 

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya be ada 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bangu an 
Pertanahan. 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 



Pasal 25 

(1 Seksi Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala 
mela.ksana.ka.n tugasnya berada di bawah dan bertan 
Kepala Bidang Tata Ruang dan Perta.manan. 

eksi yang dalarn 
ungjawab kepada 

Paragraf 1 
Seksi Tata Ruang 

i. 

f. 

pema.ka.man; 
c. penyelenggaraa.n penyusunan dokumen Rencana Ta a Rua.ng Wilayah 

(RTRW) da.n Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 
d. pengendalian pela.ksanaan Peraturan Daerah (PERDA tentang Rencana 

Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota 
(RDTRK), perta.manan da.n pemaka.man; 

e. penga.rahan pemberian Keterangan Renca.na Kota (KRK) dan Site Plan (Tata 
Letak Persil); 
pengoordinasian pela.ksanaan sosialisasi rencana tata r~ang Kota; 

g. pengoordinasian pembangunan, penataan, pengawasanj pemeliha.raa.n dan 
perbaikan sarana prasarana pertarnanan dan pema.karn ; 

h. pengoordinasian, pengenda.Jian, pengevaluasian dan pelaporan 
pela.ksanaa.n kegiatan; dan 
pelaksa.naan tugas-tugas lain yang diberikan oleh at 
bidang tugas dan fungsinya. 

perta.ma.nan dan 

Pasal 23 ayat (2), 
si: 
perta.manan da.n 

Pasal 24 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud dal 
Bi ang Tata Ruang dan Pertamanan menyelenggarakan fun 
a. perumusan program kerja bidang tata ruang, 

pema.ka.man; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang tata ruang, 

g Kepala Bida.ng 
di bawah dan 

( 1 Bida.ng Tata Ruang da.n Perta.ma.nan dipimpin oleh seo 
yang dala.m melaksa.nakan tugasnya berada 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2 Bidang Tata Rua.ng da.n Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
kegiatan penataa.n ruang, menata, mengembangkan da.n memelihara tarnan 
da.n ma.ka.m kota. 

e. melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah untuk kep ntingan umum; 
f. melaksanakan identifikasi tanah yang menjadi r ncana kebutuhan 

pembangunan untuk kepentingan umum; 
g. melaksanakan penyelesaian ganti kerugian tanah u tuk pembangunan 

kepentingan umurn oleh Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan inventarisasi hasil pengadaan tan menjadi barang 

milik daerah; 
1. menyusun melaksanakan dan mengevaluasi St da.r Operasional 

Prosedur ( SOP) dan Standar Pelayanan ( SP) bidang ugasnya; dan 
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Bagian Keenam 
Bidang Tata Ruang dan Pertama.na.n 

Pasal 23 



dan perbaikan 
an kota, serta 

(1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh se,rang Kepala Seksi 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang d Pertamanan. 

(2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pertamanan dan emakaman; 
c. menyusun perencanaan teknis bidang pertamanan d pernakaman; 
d. menyusun rencana pembangunan, penataan sar a dan prasarana 

serta pemeliharaan taman kota, lapangan ruang terbuka hijau dan 
pemakaman Kota; 

e. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemelihara 
sarana dan prasarana pertamanan dan pemak 
pengelolaan retribusi pelayanan pemakaman; 

f. melaksanakan pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan 
perizinannya; 

g. melaksanakan kegiatan pembangunan dan penata pada taman kota, 
lapangan terbuka hijau dan pemakaman kota; 

h. melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan oper pertamanan 
ctan pemakaman; 

i. mengelola pelaksanaan dan pemeliharaan operasional 
pertamanan dan pemakaman; 

j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur ( SOP) dan Standar Pelayanan ( SP) bidang ugasnya; dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Pasal 26 

(2 Seksi Tata Ruang mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang tata ruang; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang tata ruang; 
c. menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah ( TRW) dan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR); 
d. melaksanakan survey dan pemetaan sebagai dasar pembuatan 

~eterangan Rencana Kota, Rencana Tata Ruang Wi ayah dan Rencana 
Detail Tata Ruang; 

e. menyusun bahan pemberian rekomendasi izin I kasi dan reklame 
dalam kota; 

f. menyusun bahan penetapan pengawasan dan pen endalian penataan 
bangunan sesuai dengan Keterangan Rencana Kota ( RK); 

g. melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan sebag · dasar pembuatan 
Keterangan Rencana Kota (KRK); 

h. menyusun bahan penetapan layanan teknis pem uatan Keterangan 
Rencana Kota (KRK) dan Site Plan (Tata Letak Persil); 

1. melaksanakan pengelolaan sistem informasi tata ru 
j. menyusun bahan melaksanakan monitoring p dan 

pelaporan kegiatan bidang Tata Ruang; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi dar Operasional 

Prosedur ( SOP) dan Standar Pelayanan ( SP) bidang ugasnya; dan 
I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Paragraf2 
Seksi Pertamanan dan Pemakaman 



Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 28 
( Pada DPUPR dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsi nal. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri 
atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana irnaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(]) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seb gaimana dimaksud 
ayat ( 1) ditetapkan sesuai dengan . ketentuan per turan perundang­ 
undangan. 

( ) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional seb aimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pe aturan perundang­ 
undangan. 

( ) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan ola hubungan kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u dangan. 

(71) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas d bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/ atau epala Bidang dan/ 
atau Kepala Seksi/ Kepala Subbagian sesuai jenis da.Ilj jenjang jabatannya 
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jaibatan fungsional. 

(1 Pada DPUPR dapat dibentuk UPTD. 
(2 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibed 

klasifikasi. 
(3 Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t rdiri atas : 

a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang bes ; dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang keci . 

(4 Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5 Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf b, terdiri atas : 
a. Kepala; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Walikota tersendiri. 

(dua) 

Bagian Ketujuh 
UPTD 

Pasal 27 



BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 
P da saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, raturan Walikota 
P kalongan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, S sunan Organisasi, 
T gas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan U um dan Penataan 
R ang (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Norn r 701, dicaout dan 
ct· yatakan tidak berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 33 

p r,abat yang ada pada DPUPR tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 
tu asnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru ber asarkan Peraturan 
W ikota ini. 

BABV 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal32 
U aian tugas DPUPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan alikota tersendiri. 

Pasal 30 
(1 Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan dan mengam ii langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perund g-undangan yang 
berlaku apabila terjadi penyimpangan. 

(2 Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan, serta mernberikan bimbingan dan petunju bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(3 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Ke ala Seksi masing­ 
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan pembinaan dan 
petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil hasil pelaksanaan 
tugas menu rut jenjang jabatannya masing-rnasing. 

Pasal 31 
(1 Setiap pimpinan pada DPUPR wajib menyampaikan la oran pelaksanaan 

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan maslng-masing, 
(2 Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan dipergun an sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk m berikan petunjuk 
kepada bawahan masing-rnasing. 

(3 Setiap laporan DPUPR tembusannya dapat disampaikari kepada perangkat 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungarj kerja, 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 29 
D am melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib nerapkan prinsip 
k ordinasi, sinkronasi, integrasi dan simplifikasi secara ve ikal dan horizontal 
b lk di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan 

asnya. 
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1. SEf-L)A 

SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 72 

SEK~~AERAH 

SOT .111NINGSIH 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 30 November 2020 

M. SAELANY I ACHFUDZ 

Ttd 

WALIKOTA PE CALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekaloi gan 
pada tanggal 30 Nove mber 2020 

Pasal 35 

P raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundan kan. 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu rdangan Peraturan 
~ alikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah I< ota Pekalongan. 
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